BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data-data yang diperoleh dalam penelitian dapat diambil
kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan bank terhadap
penggunaan L/C sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Esensi sebenarnya dari
pelaksanaan fungsi pengaturan Bank Indonesia adalah pelaksanaan prinsip kehati-
hatian. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengaturan Bank Indonesia
merupakan prudential regulation yang memetakan pengelolaan bank (dalam hal ini
berkaitan dengan kegiatan usaha bank dalam mekanisme L/C) berada dalam koridor
prinsip kehati-hatian (prudential banking). Esensi sebenarnya dari pelaksanaan
fungsi pengawasan bank pada dasarnya untuk mengetahui tingkat kepatuhan bank
terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peran pengawasan bank
tersebut kemudian diwuwjudkan dengan cara memastikan bank untuk memiliki
kebijakan, prosedur, dan pedoman penilaian kredit, yang kemudian ditindaklanjuti
dengan cara menguji konsistensi pelaksanaannya.

Bahwa belum maksimalnyanya pengawasan bank yang dilakukan Bank
Indonesia dapat dimaklumi karena terbatasnya sumber daya manusia Bank Indonesia
yang dapat ditugaskan untuk mengawasi seluruh kegiatan usaha bank setiap harinya.
Oleh karena itu dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, Bank
Indonesia mendorong bank untuk mengatur dirinya sendiri (self regulatory banking).

Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan batas-batas yang aman bagi bank,
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sehingga bank tidak diperkenankan membuat aturan yang melanggar batas-batas
yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

Bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia tidak menjamin
bahwa bank yang diawasi tidak akan bangkrut ataupun terbebas dari kesalahan
pengelolaan (mismanagement). Hal ini dikarenakan adanya penerapan self regulatory
banking bagi bank, yang tidak dimaksudkan untuk mengambil alih peran manajemen
bank dalam pengelolaan bank.

Bahwa Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank mempunyai
salah satu kewenangan untuk mengenakan sanksi kepada bank (right fo impose

sanction) jika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan L/C yang melibatkan bank.

B. Saran

1. Melihat belum optimalnya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh
Bank Indonesia, hendaknya Bank Indonesia membuat ketentuan yang
kewajiban bank untuk memberikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai
adanya indikasi kecurangan bank berserta transaksi mencurigakan yang
mengakibatkan terjadinya pembobolan bank. Kewajiban bank tersebut
dilaksanakan tanpa sebelumnya harus melalui pemeriksaan bank dulu atau
menunggu periode penyampaian laporan berikutnya.

2. Bank Indonesia perlu untuk meningkatkan sumber daya manusianya, baik
dari segi kuantitas maupun kualitas, agar dapat mencapai proporsi yang ideal

dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan bank.
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3. Melihat belum adanya pengaturan nasional yang secara rinci mengatur
mekanisme L/C internasional, hendaknya Bank Indonesia mewajibkan bank
tunduk pada UCP 500 sechingga UCP 500 menjadi bagian dari hukum
nasional dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adanya keterbatasan-
keterbatasan dan kekosongan yang terdapat dalam UCP 500 dapat dilengkapi
dengan membuat peraturan tambahan.

4. Perlunya membangun pengertian bersama bahwa terwujudnya sistem
perbankan yang aman dan sehat bukanlah merupakan tanggung jawab fungsi
pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia semata, namun semua pihak
yang berkepentingan (stakeholder) yaitu Bank Indonesia sendiri, masyarakat
penggunan jasa bank (nasabah), dan pemerintah memiliki kontribusi
tanggung jawab.

5. Perlunya membangun kesadaran bersama bahwa pelaksanaan fungsi
pengaturan dan pengawasan bank bukanlah tujuan yang hendak dicapai
namun hanyalah suatu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan

yaitu terciptanya sistem perbankan yang aman dan sehat.
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